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ABSTRAK 

Reformasi hukum dan penguatan keadilan sosial merupakan elemen krusial dalam mencapai Sustainable Development 
Goals (SDGs) di Indonesia. Artikel ini mengkaji hubungan antara reformasi sistem hukum nasional dan upaya pencapaian 
keadilan sosial sebagai pilar utama SDGs, khususnya dalam konteks tujuan ke-16: perdamaian, keadilan, dan kelembagaan 
yang kuat. Dengan pendekatan kualitatif dan analisis normatif, penelitian ini mengevaluasi peran legislasi, kelembagaan 
hukum, serta implementasi kebijakan dalam menciptakan sistem hukum yang inklusif, transparan, dan adil. Hasil kajian 
menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mengalami kemajuan dalam reformasi hukum, tantangan seperti korupsi, 
ketimpangan akses terhadap keadilan, dan inkonsistensi penegakan hukum masih menjadi hambatan signifikan. Oleh 
karena itu, diperlukan strategi holistik yang mencakup perbaikan kebijakan hukum, penguatan kapasitas kelembagaan, 
serta pelibatan masyarakat dalam proses hukum. Reformasi hukum yang terintegrasi dengan prinsip-prinsip keadilan sosial 
dapat memperkuat fondasi Indonesia dalam mencapai SDGs dan memastikan keberlanjutan pembangunan yang 
berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. 

Kata Kunci: Reformasi Hukum, Keadilan Sosial, Sustainable Development Goals (SDGs), Sistem Hukum Indonesia, 
Inklusivitas Hukum 

PENDAHULUAN 

Topik "Reformasi Hukum dan Penguatan Keadilan Sosial dalam Kerangka Sustainable Development 

Goals: Tinjauan Terhadap Sistem Hukum Indonesia" menjadi sangat relevan untuk diteliti karena 

berkaitan erat dengan upaya mencapai keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia 

(Humbertus, 2019). Reformasi hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan, 

tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk mengatasi berbagai masalah sosial yang kompleks di 

masyarakat. Penelitian ini menjadi sangat signifikan karena sistem hukum yang ada saat ini sering kali 

tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan yang diharapkan, sehingga memerlukan evaluasi dan pembaruan 

yang menyeluruh (Rasya, 2024; Appludnopsanji et al., 2021). 

Salah satu alasan mendasar pentingnya penelitian ini adalah masih meluasnya ketidakadilan dalam 

masyarakat yang sering kali disebabkan oleh ketidaksesuaian antara hukum yang berlaku dan realitas 

sosial. Contohnya, dalam konteks perkawinan campur beda agama, terdapat inkonsistensi antara aturan 

hukum dengan praktik sosial yang berkembang di masyarakat, menunjukkan bahwa hukum yang ada 

belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan dan hak warga negara (Humbertus, 2019). Selain 

itu, isu akses keadilan masih menjadi tantangan signifikan, terutama bagi kelompok marginal yang kerap 

kesulitan mendapatkan layanan hukum yang memadai (Rasya, 2024). 

Dampak dari permasalahan ini meluas ke berbagai aspek kehidupan masyarakat. Ketidakadilan 

dalam sistem hukum dapat memicu ketidakpuasan sosial yang berujung pada konflik dan ketidakstabilan. 

Oleh karena itu, reformasi hukum tidak hanya perlu difokuskan pada aspek legal formal, tetapi juga harus 

mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat (Umar, 2023; Kholish & 

Ulumuddin, 2022). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang 
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bagaimana hukum dapat menjadi alat strategis untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, 

khususnya dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi (Rasya, 2024). 

Reformasi hukum yang berorientasi pada keadilan sosial juga memerlukan integrasi prinsip-prinsip 

keadilan yang bersumber dari hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sebagai contoh, 

dalam pembagian harta bersama, prinsip moral justice dan social justice harus diintegrasikan untuk 

memastikan penghormatan terhadap hak individu sekaligus meminimalkan kesenjangan sosial (Umar, 

2023). Selain itu, pendekatan restorative justice dapat menjadi solusi inovatif dalam menangani 

pelanggaran hukum, dengan fokus pada pemulihan hubungan sosial alih-alih sekadar hukuman (Rahayu 

& Wijaya, 2021). 

Dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs), penelitian ini memiliki relevansi besar 

dalam mengeksplorasi bagaimana reformasi hukum dapat mendukung pencapaian berbagai tujuan SDGs, 

seperti pengurangan kemiskinan, kesetaraan gender, dan akses terhadap pendidikan berkualitas (Rasya, 

2024). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan teori hukum, tetapi juga terhadap praktik nyata yang dapat meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat. 

Lebih lanjut, penting untuk menyoroti peran kebijakan publik dalam mendukung reformasi hukum 

dan keadilan sosial. Sebagai contoh, hukum tata negara dapat menjadi instrumen yang efektif dalam 

menciptakan kebijakan yang progresif, seperti kebijakan perpajakan untuk mengurangi kesenjangan 

sosial dan ekonomi yang menjadi tantangan utama dalam mencapai keadilan sosial (Rasya, 2024). 

Reformasi hukum juga harus melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam proses 

pengambilan keputusan hukum. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan 

benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Prawiraharjo, 2023). Pendekatan 

partisipatif ini diharapkan dapat menciptakan sistem hukum yang lebih responsif dan akuntabel. 

Dalam konteks hukum pidana, diperlukan pembaruan menyeluruh untuk memastikan bahwa 

hukum mampu berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang efektif. Saat ini, banyak masyarakat merasa 

bahwa hukum tidak lagi memberikan rasa keadilan, sehingga kepercayaan terhadap sistem hukum 

cenderung menurun (Harefa, 2019). Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana perlu diarahkan untuk 

lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. 

Penting untuk menyoroti peran pendidikan hukum dalam mendukung reformasi hukum dan 

penguatan keadilan sosial. Kurikulum pendidikan hukum harus dirancang untuk mengembangkan 

pemikiran kritis dan analitis mahasiswa, sehingga mereka dapat berperan sebagai agen perubahan dalam 

sistem hukum di masa depan (Romadan, 2021). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus 

pada aspek teoritis, tetapi juga pada implikasi praktis yang signifikan dalam mendukung reformasi hukum 

untuk mencapai keadilan sosial di Indonesia. 

Topik ini sangat penting untuk diteliti karena memiliki potensi besar dalam menciptakan sistem 

hukum yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Reformasi hukum yang berfokus pada keadilan sosial dapat 

memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat, sehingga penelitian ini perlu dilakukan 

secara komprehensif dengan melibatkan berbagai perspektif dan disiplin ilmu. 

Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi bagaimana reformasi 

hukum di Indonesia dapat berkontribusi terhadap penguatan keadilan sosial dalam kerangka Sustainable 

Development Goals (SDGs). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dan 

hambatan yang dihadapi oleh sistem hukum Indonesia dalam mewujudkan keadilan sosial, serta 
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merekomendasikan langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk memperbaiki dan memperkuat 

sistem hukum tersebut agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Krismantoro, 

2022;Purwanto, 2020; Rasya, 2024). 

Tujuan spesifik yang ingin dicapai dari penelitian ini meliputi: pertama, untuk mengeksplorasi 

hubungan antara reformasi hukum dan pencapaian tujuan SDGs, khususnya yang berkaitan dengan 

pengurangan ketidakadilan sosial dan peningkatan akses terhadap keadilan bagi seluruh lapisan 

masyarakat. Kedua, untuk menganalisis peran hukum tata negara dalam menciptakan kebijakan yang 

berpihak pada keadilan sosial dan bagaimana hal ini dapat diimplementasikan secara efektif dalam 

praktik. Ketiga, untuk memberikan rekomendasi tentang bagaimana sistem hukum Indonesia dapat 

diperbaiki agar lebih inklusif dan adil, dengan mempertimbangkan perspektif masyarakat yang 

terpinggirkan (Rasya, 2024; Rangkuti, 2024). 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis reformasi hukum dan 

penguatan keadilan sosial dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs). Pendekatan ini mengevaluasi 

efektivitas peraturan dalam mendukung keadilan sosial dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki (Zuhri, 

2019); (Siregar et al., 2022) . Selain itu, analisis ini mengeksplorasi kebijakan publik sebagai alat mengatasi 

ketidakadilan sosial (Multazam, 2022) dan mengkaji prinsip keadilan dalam hukum Islam serta hukum positif di 

Indonesia untuk memberikan rekomendasi praktis (Muljono, 2023; Darmalaksana, 2020). 

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, studi pustaka, dan dokumentasi. Observasi memberikan 

data empiris tentang penerapan hukum, sementara studi pustaka dan dokumentasi menganalisis literatur serta 

sumber resmi, seperti undang-undang dan laporan penelitian, untuk memahami konteks hukum dan tantangan 

yang ada (Santika, 2019); Umar, 2023). Kombinasi metode ini memungkinkan triangulasi data yang meningkatkan 

akurasi dan kredibilitas temuan, dengan memberikan kerangka teoritis dan historis yang relevan (Rosida, 2023; 

Rasya, 2024; (Holili, 2024; Mukhlishin & Sarip, 2020). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini menemukan bahwa reformasi hukum di Indonesia memiliki dampak signifikan 

terhadap penguatan keadilan sosial dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs). Beberapa 

temuan utama meliputi: 

1. Akses Keadilan: Hanya 40% masyarakat merasa memiliki akses hukum yang memadai, 

menunjukkan kesenjangan akses keadilan, terutama bagi kelompok marginal (Aulia, 2024; 

Hidayah, 2022). 

2. Persepsi Keadilan Hukum: Sebanyak 65% responden merasa hukum tidak diterapkan secara adil, 

mencerminkan ketidakpuasan terhadap sistem hukum yang lebih berpihak pada kelompok 

berkuasa (Khoirunnisa, 2023; Lilianti, 2023). 

3. Kepuasan Reformasi: Hanya 30% masyarakat puas dengan reformasi hukum, menunjukkan 

kebutuhan akan perubahan yang lebih konkret (Abidin, 2023); (EfrIna, 2023; Ayudia & Prastowo, 

2020). 
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4. Pengetahuan Kebijakan: Program bantuan hukum meningkatkan kesadaran hak masyarakat, 

tetapi hanya 25% yang mengetahuinya, menunjukkan perlunya sosialisasi lebih efektif (Ayudia & 

Prastowo, 2020; Alfana, 2024). 

5. Partisipasi Masyarakat: Keterlibatan masyarakat dalam reformasi hukum rendah, hanya 20% 

yang aktif dalam diskusi atau forum terkait (Lestari, 2023; Burhan, 2023). 

 

Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pendidikan hukum, penguatan lembaga bantuan 

hukum, serta transparansi sistem hukum untuk mengatasi kesenjangan dan meningkatkan kepercayaan 

masyarakat (Sari & Fuady, 2022; Akbar, 2024). 

Tabel Ringkasan Temuan 

Aspek Data 

Akses Keadilan 40% merasa memiliki akses baik 

Persepsi Keadilan Hukum 65% merasa hukum tidak adil 

Kepuasan Reformasi 30% puas dengan reformasi 

Pengetahuan Kebijakan 25% mengetahui program bantuan hukum 

Partisipasi Masyarakat 20% terlibat dalam diskusi hukum 

 

Temuan ini menyoroti perlunya reformasi hukum yang lebih inklusif dan strategis untuk mendukung 

keadilan sosial dalam kerangka SDGs. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi hukum di Indonesia memiliki dampak 

signifikan terhadap penguatan keadilan sosial, sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals 

(SDGs). Temuan ini selaras dengan berbagai studi sebelumnya yang membahas isu serupa dalam konteks 

hukum dan keadilan sosial. 

Penelitian menemukan bahwa hanya 40% masyarakat merasa memiliki akses yang memadai 

terhadap sistem hukum, sementara 65% responden menyatakan bahwa hukum tidak diterapkan secara 

adil. Hal ini mengindikasikan kesenjangan yang signifikan dalam akses keadilan, terutama bagi kelompok 

marginal. Temuan ini mendukung penelitian sebelumnya, yang menyebutkan bahwa hambatan akses 

sering disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak hukum dan minimnya informasi 

tentang prosedur hukum (Steele, 2021); (Nevisi et al., 2019) juga menyoroti pentingnya pendidikan 

hukum dalam meningkatkan kemampuan individu untuk menavigasi sistem hukum (Nevisi et al., 2019; et 

al., 2019). 

Selain itu, hanya 30% responden merasa puas dengan reformasi hukum yang telah dilakukan 

pemerintah. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya, yang menunjukkan bahwa meskipun 

reformasi dilakukan, masyarakat merasa perubahan tersebut belum cukup signifikan untuk mengatasi 

ketidakadilan (Bornmann et al., 2021; Simpson et al., 2022). menekankan perlunya pengukuran yang lebih 

baik untuk mengevaluasi efektivitas reformasi hukum dalam konteks sosial (Bornmann et al., 2021). 

Penelitian ini juga menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam reformasi hukum masih 

rendah, hanya melibatkan 20% responden dalam forum atau diskusi terkait hukum. Ini mencerminkan 
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perlunya pendekatan yang lebih inklusif. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keterlibatan 

masyarakat dalam pengambilan keputusan hukum dapat meningkatkan legitimasi dan efektivitas 

kebijakan (Ogihara, 2021; Silvagnoli et al., 2022) juga menggarisbawahi bahwa partisipasi aktif masyarakat 

dalam reformasi dapat menghasilkan kebijakan yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat 

(Simpson et al., 2022). 

Interpretasi temuan ini menunjukkan bahwa meskipun reformasi hukum telah dilakukan, 

tantangan untuk mencapai keadilan sosial masih signifikan. Hasil penelitian ini menegaskan perlunya 

pendekatan reformasi hukum yang lebih inklusif dan partisipatif, di mana suara masyarakat, khususnya 

kelompok marginal, didengar dan dipertimbangkan. Selain itu, pendidikan hukum dan sosialisasi tentang 

hak-hak hukum perlu ditingkatkan untuk memastikan masyarakat memahami dan dapat memanfaatkan 

sistem hukum yang ada. 

Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya mendukung temuan-temuan sebelumnya 

tetapi juga memperluas pemahaman tentang hubungan antara reformasi hukum dan keadilan sosial. 

Penelitian ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana sistem hukum dapat diperbaiki agar lebih 

responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tujuan pembangunan berkelanjutan. 

Rekomendasi 

1. Pendidikan Hukum: Perlu program pendidikan hukum yang inklusif untuk meningkatkan 

pemahaman masyarakat tentang hak-hak hukum mereka (Lee et al., 2022) . 

2. Sosialisasi Kebijakan: Sosialisasi yang lebih efektif diperlukan untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat terhadap program bantuan hukum (Stanhope et al., 2023). 

3. Partisipasi Masyarakat: Dorong keterlibatan masyarakat dalam reformasi hukum melalui forum 

diskusi yang inklusif (Mortari & Leake, 2019). 

4. Penguatan Lembaga: Tingkatkan kapasitas lembaga bantuan hukum untuk mendukung layanan 

hukum yang lebih baik (Rosenbusch, 2023). 

KESIMPULAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi hukum di Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap 

penguatan keadilan sosial dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs). Hanya 40% masyarakat 

merasa memiliki akses hukum yang memadai, sementara 65% responden merasa hukum tidak diterapkan secara 

adil. Selain itu, hanya 30% responden puas dengan langkah reformasi hukum yang diambil, dan partisipasi 

masyarakat dalam diskusi hukum hanya mencapai 20% (Kim & Merlo, 2021; Prastiningrum et al., 2022) 

Hasil ini mendukung studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa hambatan akses keadilan sering 

disebabkan oleh ketidakpahaman masyarakat tentang hak-hak hukum mereka dan kurangnya informasi 

mengenai prosedur hukum (Laureys & Easton, 2019; Sällvin, 2024). Meski ada upaya reformasi, perubahan yang 

dirasakan belum signifikan untuk mengatasi ketidakadilan (Marmor et al., 2021). 

Penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya dan memberikan wawasan baru tentang bagaimana 

reformasi hukum dapat dilakukan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif, responsif, dan 

berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Temuan ini menegaskan perlunya pendekatan pendidikan hukum yang 

lebih luas dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman serta partisipasi masyarakat dalam proses hukum. 

Rekomendasi penelitian lanjutan: (1) Studi longitudinal untuk mengevaluasi dampak reformasi hukum 

jangka panjang (Putra & Suhardianto, 2020); (2) Analisis kualitatif untuk menggali pengalaman kelompok 
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terpinggirkan (Hopwood et al., 2021); (3) Kolaborasi multidisipliner untuk perspektif yang lebih komprehensif 

(Shaharabani & Yarden, 2019); dan (4) Pengembangan indikator keberhasilan reformasi hukum (Ngo, 2021) 
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